BAB V
PENUTUP

1.1 Kesimpulan
1. Kesimpulan dalam rumusan masalah pertama yaitu batasan antara
aspek yuridis dan aspek keolahragaan dari pelanggaran pengaturan
skor dalam pertandingan bulutangkis internasional adalah dalam
pelanggaran pengaturan skor itu pada dasarnya bukan hanya sekedar
masalah keolahragaan saja namun juga memiliki aspek yuridis di
dalamnya yaitu dapat menimbulkan masalah pidana terkait tindak
pidana suap dan juga masalah keperdataan terkait wanprestasi dan
perbuatan melawan hukum. Pelanggaran pengaturan skor dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana suap saat seseorang memberikan
sejumlah uang kepada atlit lain sebagai sogokan untuk sengaja kalah
dalam suatu pertandingan sehingga si pemberi suap mendapatkan
keuntungan dari skor yang telah ditentukan. Tindakan tersebut sesuai
dengan unsur-unsur penyuapan dan dapat dijatuhi sanksi sesuai dalam
UU 11/1980 tentang Tindak Pidana Suap. Pelanggaran pengaturan
skor dapat juga dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian saat
seseorang yang melakukan perjudian dikatakan dengan sengaja
menawarkan atau memberikan kesempatan untuk para pemain judi
turut serta, baik secara langsung maupun menggunakan media online.
Selain itu dalam masalah keperdataan, pelanggaran pengaturan skor
dapat dikategorikan sebagai wanprestasi jika antara atlit dengan pihak
ketiga atau pemberi sponsor individu secara langsung melakukan
kontrak perjanjian kerjasama sponsorship atau kerjasama brand
ambassador tetapi atlit tersebut melanggar isi dari perjanjian kontrak
kerjasama yang pada umumnya terdapat klausul yang menyatakan
bahwa atlit harus menjaga reputasi baiknya dan bertindak sportif agar
tidak berimbas mencemarkan nama baik dari sponsor atau brand. Jika
terdapat kerugian yang dialami pihak sponsor atau brand karena

dianggap telah mendukung atlit yang berperilaku curang sehingga
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menurunkan minat beli konsumen pada produk tertentu menjadikan
perusahaan tersebut dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap
atlit yang melanggar. Pelanggaran pengaturan skor juga dapat
dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum saat atlit yang
melanggar tidak memiliki kontrak perjanjian secara langsung dengan
pihak sponsor melainkan PBSI atau klub yang melakukan
perjanjiannya sehingga atlit tersebut tidak memiliki hubungan hukum
dengan pihak sponsor. Dikarenakan tidak terdapat hubungan hukum
maka pihak sponsor harus menggugat atlit dengan perbuatan melawan
hukum dan unsur-unsur dalam perbuatan melawan hukum tersebut
perlu dibuktikan sebelumnya. Dalam ketiga masalah hukum tersebut
maka dapat dikatakan bahwa negara dapat mengintervensi masalah
keolahragaan dan dapat menjatuhkan sanksi hukum. Penjatuhan dua
sanksi secara bersamaan antara sanksi etik dengan sanksi hukum
adalah bukan merupakan double jeopardy. Hal tersebut didukung
dengan melihat perbandingan dari negara lain yaitu di negara Vietnam
pada kasus seorang atlit yang melakukan pelanggaran pengaturan skor
namun kemudian dijatuhi sanksi pidana oleh pemerintah dengan
hukuman penjara.

Kesimpulan dalam rumusan masalah kedua yaitu terkait bagaimana
peran dan tanggung jawab PBSI atas pelanggaran pengaturan skor
dalam pertandingan bulutangkis internasional yang dilakukan oleh
atlit atau official adalah dalam masalah pidana terkait suap yang
dilakukan oleh atlit saat ingin mengatur skor, PBSI tidak bisa
bertanggung jawab apa-apa karena dalam tindak pidana itu tanggung
jawabnya harus langsung dari orang yang melakukan, sedangkan jika
PBSI tidak turut serta dalam melakukan tindak pidana suap maka
PBSI tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Dalam masalah
wanprestasi, PBSI juga tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian
sponsor atau brand yang disebabkan oleh tindakan atlitnya karena
hubungan hukum secara langsung hanya ada antara atlit dengan pihak

sponsor atau pihak suatu brand, sehingga hanya atlit yang dapat
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menanggung sanksi wanprestasi dan PBSI juga tidak dapat
diikutsertakan. Dalam masalah perbuatan melawan hukum, karena
hubungan hukum ada pada PBSI dan pihak sponsor sedangkan tidak
terdapat hubungan hukum antara atlit dengan pihak sponsor, maka
PBSI dapat bertanggung jawab atas kerugian dari tindakan atlitnya
karena PBSI juga berperan sebagai pembina, yang menjadikan hal
tersebut masuk ke dalam perbuatan melawan hukum sesuai Pasal
1367 KUHPer atau vicarious liability. Jika antara atlit dan klub
bulutangkis bukan merupakan perjanjian kerja tetapi di dalam
perundang-undangan dinyatakan atlit itu adalah di bawah pembinaan
PBSI meskipun bukan dari perjanjian kerja, maka hal tersebut tetap
dikatakan terdapat sifat diperatas dan dapat dikategorikan sebagai
vicarious liability. Tanggung jawab klub bulutangkis terhadap pihak
sponsor atas tindakan atlitnya yang melakukan pengaturan skor juga
dapat dijatuhi wanprestasi bagi klub bulutangkisnya karena klub yang
memiliki perjanjian dengan pihak sponsor dan klub dianggap gagal
membina atlitnya yang tidak menjaga reputasi baiknnya sebagaimana
yang tertera dalam klausul perjanjian antara klub bulutangkis dengan

pihak sponsor.

1.2 Saran

1. Diperlukannya ketentuan secara terpisah antara masalah keolahragaan
dengan masalah hukum sehingga perlu adanya kejelasan tentang aturan
perilaku dari induk organisasi cabang olahraga atau klub terhadap
atlitnya untuk menentukan tentang tanggung jawab hukum yang harus
diemban oleh para atlit itu sendiri agar di masa yang akan datang akan
jelas siapa yang harus bertanggung jawab jika terdapat kesalahan-
kesalahan yang menimbulkan tanggung jawab hukum.

2. Pemerintah Indonesia harus membuat peraturan perundang-undangan
yang secara spesifik mengatur tentang pelanggaran pengaturan skor
dalam olahraga serta sanksi hukumnya sehingga kepastian hukum

terjamin untuk seseorang yang melakukan tindak pidana dalam
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keolahragaan, baik oknum yang berada di dalam lapangan maupun di
luar lapangan.

. Setiap atlit atau official dalam induk organisasi cabang olahraga
khususnya PBSI maupun suatu klub olahraga harus memegang teguh
prinsip fair play dan bertindak sportif dalam melakukan kegiatan
olahraga serta melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum
agar tidak terdapat lagi oknum-oknum yang melakukan pelanggaran

pengaturan skor sehingga kegiatan olahraga akan berjalan dengan adil.
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